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KOMISI PEMILII{AIT TIMUM
KABUPATEN BUNGO

Alamat : Jln. M. Saidi No.622 Muara Bungo

SALINAN

I{EPOTT'SAT KOUISI PEUILIHAT I'UUU XABI'PATEI| BT'TGO
IIOUOR 47lORT.O+Kpt/ lSo8/IGu.K^b fi I 2e2L

TEITTAITG
PEUBEIITITKAIT TIil REFORUIf,SI BIROXRASI DI LIISGIIITIGAI

KOUISI PEUILIHAf, I'UUU XABI'PATET BI'I|GO

KETUA KOMISI PEMILIHAN T'MT'M KABWATEN BUT|@,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk kelancaran pelalsanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo perlu
diambil langkah-langkah dalam melalsanalan program
dan kegiatan reformasi birokrasi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pa.da huruf
a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bungo.

l. Undang-Undaag Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelol;aan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasional (I.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun2O2O-2O24;

lO. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025:'

1 I . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126
Tahun 2017 tentang Tunjangan Kine{a Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;

12. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 20 14 tentarg
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 86/ORT.04-
SD/OS/SJll/2021 Tanggal 14 Januari 2O2l Perihal
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di
Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat Kabupaten / Kota Tahun 2021;

UEMUTUSKAIT

PF,UBEITTI'KAIC Tlu RErlORilASI BIROXRASI DI
LE{GXI'TGAIC KOUISI PEUILIHAIC I'UUU I(ABI'PATEIT
BIIIT(X);

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo,
yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birolaasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercartum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimal<sud
dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tin Pengarah :

l. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program
Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bungo;

2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam
Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Trrgas Tim Pelaksana dan Evaluasi :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi darr
melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi
Birokrasi;

3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Melaksalakan perubahan secara sistematis dan

konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai
sasaran Reformasi Birokrasi;

6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana,
program dan kegiatan manajemen perubahan;



KEEMPAT

7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program
dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan
hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka
Reformasi Birolcasi.

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melalsanakan program Reformasi
Birokrasi

2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi
Birokrasi

3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan
kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk
diterapkan

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertaaggung jawab kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melalui
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai
dengan Bulal Desember 2019 dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya.

KELIMA

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Muara Bungo
: 2l Jaa:uari 2O2l

MUIIAilUAD BISRI

dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUNGO

PANCA PUTRA

.l
I'

[-;uN60

KETUA,

ttd.



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EUNGO
42HK.03. 1-KpV1508/KPU.Kab/Ii2021
21 JANUARI 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN BUNGO

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

4

KEDUDUKAN
DALAM TIM TUGAS DALAM TIM

5

NO.

1

NAMA

2

JABATAN

. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokasi di
lingkungan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Bungo

2. Mernberikan arahan kepada ]]m Pelaksana dalam Pelaksanaan Program
Reformasi Birokasi di lGmisi Pernilihan Umum Kabupaten Bungo

I TIM PENGARAH

1. MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I

2. KRISTIAN EDI CANDRA, S.E.

3. SYAHRUDDIN, S,Ag

4. RUSLAN. M, S.Ag., M.Pd.I

5. MARYAM, S.Ag

Ketua KPU

Anggob KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Ketua

Anggota

Anggota

Anggoh

Anggota

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo

2.Mengkoordinaslkan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring
pelaksanaan program Reformasi Blrokrasi

3. Melakanakan pr@ram Reformasi Birokrasi
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Bimkrasi
5. Melakanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan

mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rcncana, program dan kegiatan

manajemen perubahan
7, Melakukan analisis dan pembahasan mengenai progrdm dan kegiatan

manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam
rangka Reformasi Birokrasi

II TIM PELAKSANA DAN
EVALUASI

1. MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP

2. OCTANDRA BASRI, S.IP

3. M, SYAHRIL, S.SOS

4. HERIFAN, SH

5. DIAN OCTAPULIASARI, SE

Sekretaris KPU

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Fungsional Perencana

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Kasubbag Keuangan,
Umum, & Logistik

3



III TIM PENDAMPING

1. OCTANDRA BASRI, S.IP

2. M. SYAHRII- S.Sos

3. HERIFAN, SH

4, DIAN OCTAPUUASARI, SE

Fungsional Perencana

Fungsional Penata Kelola
Pemilu

Kasubbag Keuangan,
Umum, & Loqistik.

Fungsional Penata Kebla
Pemilu

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua
1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reforrnasi Birokrasi

2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi

3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan,
obyeKif dan mudah untuk diterapkan

IV TIM PENGUATAN PERATURAN
PERUNDANG.UNDANGAN

1. SYAHRUDDIN, S.Ag

2. HERIFAN, SH

3. DEPTA PPETAMA, S.IP

4. JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH

Anggota KPU

Fungsional Penata Kdola
Pemilu

Staf Sub Bag Hukum

Staf Sub Bag Hukum

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

1. Melakanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib,
tidak tumpang tindih dan kondusif

2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan KPU Kabupaten Bungo

3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan. program, dan kegiatan penguatan
peraturan perundang-u ndangan

4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan
perundang-undangan

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN,
TATA LAKSANA DAN PENATAAN

5I5TEM MANAJEMEN ASN

1. MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I

2. DIAN OCTAPULIASARI, SE

3. SYAMSUMARNI. A.Md

4. FAUZIAH

5. PANCA NOVIANDIKKA, S.IP

Ketua KPU

Kasubbag Keuangan,
umum, & Logistik.

Staf Subbag Keuangan,
Umum, & Logistik.

Staf Subbag Keuangan,
Umum, & Logistik.

Staf Subbag Keuanqan,
Umum, & Logistik.

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan
kegiatan p€nguatan kelembagaan

2, Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan
melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka RefornEsi Birokrasi

3. Melaksanakan keglatan efesiensi dan efekifitas siste,n, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efesien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo

4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan
melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di
Lingkungan KPU Kabupaten Bungo

5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan
kegiatan penguatan tata lalGana

6. Melaksanakan peningkatan profesionalisrne Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil
Negara di Ungkungan KPU Kabupaten Bungo

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistern
manajemen Aparatur Sipil Negara
7. Mengumpulkan dokurnen terkait program penguatan sistem manajemen sumber

daya rnanusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU lGbupaten Bungo



VI TIM PENGUATAN
AKUNTABILIIAS KINEruA

1. KRISTIAN EDI CANDRA, S,E.

2. M, SYAHRIL, S,SOS

3. RUSDAN AFFANDY

4. YUSUF NASRI

Anggota KPU

Fungsional Perencana

Staf Subbag. Program &
Anggaran,

Staf Subbag, Program &
Anggaran.

Ketua

Anqgota

Anggota

Anggota

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di
Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bungo

2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan
melakukan haFhal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di
Lingkungan KPU Kabupaten Bungo

3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan
penguatan akuntabilitas kinerja

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rnelaksanakan program dan
kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja

V TIM] PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

1, MARYAM, S.Ag

2. RUSLAN, S.Ag., M.Pd.I

3. IUUHAMMAD PANCA PUTRA, 5P

4. OCTANDRA BASRI, S.IP

5. DELTA YUBI DARYADI, S.IP

6. RISKA SONIA, SH

Anggota KPU

Anggota KPU

Sekretaris

Fungsional Penata Kelola
Pemilu

Staf Subbag Teknis
Pernilu & Hupmas.

Staf Subbag Teknis
Pernilu & Hupmas.

Anggota

Anggota

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU

Kabupaten Bungo
2. Meningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih

mudah dijangkau
3. Meningkatkan indeks kepuasan rnasyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Bungo
4. Mengidenufikasi dan merumuskan kebuakan, rencana, program dan kegiatan

peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Melakukan analisis dan pembahasan te*ait program peningkatan kualltas

pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya ),ang diperlukan dalam rangka
reformasi birokrasi

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Muara Bungo
:2L

KETUA,

nuari 2O2l

I
Ttd.

.. : :-'=-Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE-TARIAT KOMISI PEMILII{AN UMUM
RAtsUPATEN BUNGO
Sekretaris,

,PATfN I

\o
MUHAMMAD PANCA PUTRA

MUHAMMAD BISRI

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota


